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WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

DEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl KOTA MEDAN,

Menimbang ! bahwa univk melaksarakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahuan 2017
tentang Rinefan Tugas dan Fungs Dinas Pendidiken
Kota Medan, periu mambentuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekoiah
Menengah Fertama Neperi Pada Dinas Pendidikan

_ Kota Medan.
Mengingst © 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8§ Drt Tahun (930 tentang
Pembentukan Daerabl Otonom Kota-Kota  Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propmsi Sumatera
Uiara (Lembaran Nepara Republik Indoneosia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan HNasional (Lembaran WNegara
Republtk  Indonesia Tahun 2003 Nomor 7B,
Tambahan Lsmbaran Mepara Republik Indonesia
Womor 4301,

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayenan Publik (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50081,

5. Undang-Undang Neomor & Tahun 2004 tenlang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesis Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354),




10.

Undang-Undang Momor 23 Tehun 2014 leniang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kab terskhir
denigan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembsran
Negara Republik Indonesia Nemor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teatang
Administrasi  Pemerintahan  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomar 5601);

Peraturan Pemerintah Noma 22 Tahun 1973
tentang  Perluasan Deerah  Kotamadya Medan
(Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005,

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berasiag Dan
Mardinding Di Wilavah Kabupaten Daerah
Tinekst [ Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang DM Wilayah
Kuabupaten Daerah Tingkat [ Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerak Tingkat [ Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, .Medan Tembung, Medan Hebvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadyva
Daeral Tingkat 1 Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tahun 1991 Nemor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentuken 18 ([Delapan  Belas|
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kaoupaten
Duerah Tingkat 11 Simalungun, Dain, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengsh,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat [ Medan dalam Wilayah Propinsi Daersh
Tingkat ! Sumatera Utara (Lembaran MNegare
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65}



1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasiorfa! Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahua 2015
tentang Perubshan Kedus Alas Peraturan
Pemerintah Nomaor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Intlonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indrnesia Nomor S670);

12. Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Nsgara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tamhbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan pendidiken (Lembaran Negars
Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan lembaran Negura Republik Indonesia
MNomar 4864);

14. Prraturan  Yemerintah Nomer 17 Tahun 2010
. tentang  Pengelolahan  dan  Penyelengparaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2010 WNomer 23, Tambahsn Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 210:5)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010  tentang Pengelolahan  dan
Penyelengparaan  Pendidikan  [Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kelnidavaan
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeiolaan
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

raturan  Menteri Dalam Wegeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksans
Teknis Daerah (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);



I7. Peraturan Daerah  Kota Medan Momor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peranglkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor ! Tahun 2017
fentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dasrah
(Beiita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Momor £
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wal Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudulkan.
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
herja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kors Meden
Tahun 2017 Nomor 40);

19, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Funpgsi Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nemor 58);

. MEMUTUSKAN;

Menetapkan FERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT FELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
FERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
MEDAN,

BaB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal ]
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimnksud dengan:
1. Daersh adalah Keta Medan.

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemenntahan oleh pemerintab daerah dan dewan perwakilan
rakyat deerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pPrinsip
Negara Resatuan Republik Indonesis sebagaimana  dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

3. Pemerintah Daereh adalah Wali Kota sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan  Daerah  vamg  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan
daerah otonom,
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Wah kota adalah Wali kota Medan,

Dings adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
Kepala Dinas adalah Képala Dinas Pendidikan Kota Medan.
Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

Scholah Menenpgah Pertama Neperi yvang selanjutnya disinglkat
SMP Negeri asdelah satuan pendidikan formal tingkat menengah

pertama;

kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guru vang
diben tugas tambahan sebagai kepala sckolali;

Unit Pelaksina Teknis yang selanjutnya disingkatr UPT adalsh
UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan
Kota Medan.

BAB 11
PEMBENTURKAN, KEDUDUEKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian hesatu
Pembentulan

Pasal 2

Wali Kota membentuk UPT Sekolzh Menengah Pertama Negeri di
lingkungan Dinas:

UPT sebagaimana yang dimiaksud pada ayat (1) terdapat dalam
Inmpiran | vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dar
peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf |
Kedudukan

Pasal 3

UPT Sekolah Menengsh Pertama Negeri merupakan UPT yang
berada di lingkungan Dinas.

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional gury vang
diber] tugas tambahan sebugai Kepala UPT vang berkedudukan
di bawanh dan bertanggungfawal kepada Kepala Dinas melalui
Sekretans



FParagml2
Tugas Dan Fungsi

Pasal &4

UFT Sekelah Menengah Pertama Negeri mempunyal tugas
menyelenggarakan  proses  belajar  mengajar  dan pelayanan
pendidikan lingkup pendidikan menengeh pertama berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai fungsi -

a. menyelenggarakan keglatan pendidikan:

b, membina kesiswann:

¢ melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenags
kependidikan lainnya,

d. menyelenggarakan administrasi sekolah:

& merencAanakan pengeribangan, pendavagunasan, dan
pemeiilaraan B4rEnn Pprasarans:

f. melaksanakan hubungan sekelah dengan lingkungan orang tua
dan/masyarakat:

g melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan undang-
undang; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh kepala dinas

Bagian Ketigs
Susunan Organisasi

Pasal &

{1} Struktur Orpanisasi UPT Sekaiah Menengah Pertama Negen
terdin atas;
. Kepala UPT Sekoleh Menengah Pertamna Negeri;
b. Walkil Kepala UPT Seltolah Menengah Pertama Megeri,
¢. Kepala Tata Usaha:
d. Kepala Perpustakaan;
¢ Kelompok Jabatan Pungsional Guru dan tungsional lainnva;
dan
f. Pelaksana.

(2} Bagan struktur arganisasi UPT Sckolah Menengah Pertama Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
Il Peraturan Wali Kota ind.

Pasal 7
(1] Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri menghunjuk Wakil

Kepala UPT berdasarkan kompetensi vang dimiliki berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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Jabatan Wakil Kepala UPT sebapaimana dunaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas
tambahan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
mengoordinasikan  pelaksanasn tugas dean fungsi UPT, dan
bertangunpgjawah kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama
Negeri.

Rinman tugas dan fungsi Wakil Kepala UPT ditetapkan olch
Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Neper dan berdasarkan
peraturan perundang-undungan.

Pengangkatan Wakil Kepala UPT dilaksanakan oleh Kepala Dinas
berdasarkan usulan dan Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama
Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala tata usaha sebagaimane dimaksud dalam Fasal 6 avar {1)
huruf ¢, dipimpin cleh scorang pejabut fungsional guru dan /atau
pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas lambahan untuk
melaksanakan tuges fungsi dan tanggung jawan  mengelola
ketotausahaan sekolah, dan bertanpungjawahb kepadse Kepela UPT
Sekolnh Menanpah Pertama Nepgeri

Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas
berdasarkan usulan dari Kepals UPT Sekeolah Menengah Pertamia
Negen berdasarikan peraturan perundang-undangan

Fasal 9

Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam
Paszal & ayat (1) hurul d, direalisnsikan pengisian jabatannys
berdssarkan kebutuhan riil dan perpustakaannva telsh
memenuhl standar serta sesum dengan peraturan perundeng-

undangan.

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
secrang pejabat fungsional gury, pustakawan dan/atau pejabat
fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jEweb mengelola
perpustakaen, dan bertangungiawab kepada Kepala UPT Sekolah
Menengah Pertama Negeri.

Tugas, fungsi dan tangpungiawab sebagaimana pada avar (2)
ditetapkan oleh kepala UFT Sekolah Menengah Pertama Negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangen.

Pengangkatan kepala perpustakasn dilaksanakan oleh Kepala
Dinas berdasarksn usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah
Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAEB Il
URAIAN TUGAS  °

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Neger: adalah:

a.

e

merencanakan program dan kegiatan pembelajaran  Sekolah
Menengah Fertama Negeri dengan mempedomani rencana umum
kotr, rencana strategis, kurdkulum, dan rencana kera llinas
untuk terlakzananya sinergitas perencaiiaan,

menyusun  bahan kebijakan tcknis  opérasional, standar
operasional  prosedur, standar kompeiensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban Yeris, evalias: jabatan, dan standar
lainnya lingkup BSekolah Menengah Prertama  Neégeri untuk
ditetapkan  lebilh  Janjut  oleh Kepala Dinss  schiogga
terselenggaraniva aktivitas dan tugas secara optimal;

membagl tugas, pembimbingan, penilaian, penghargsan, dan
penegakan/pemrosesan  kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolak
Menengah  Pertama Negeri  berdasarkan  atas  peraturan
perundang-undangan,

mejabarkan visi ke dalam misi target mutu,

merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicaparn;
menganiliaiz tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemshan
sekolah;

melaksanakan analisis dan keputusan anpgaran sekolah serta
keputusan penting lainnya dengan melibatkan gury, komite
sckalah berdasarkan peraturan perundang undangan;
melaksanakan komunikasl secara proaktl dan persuasii uniuk
mencptakan dukungan intensil darn orang twa peseria didik dan
masyarakat;

menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga
kependidikan  dengan  menggunakan  sistemm  pemberian
penghargasn atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan
dan kode etik,

menciptakan hnghkimpan pembelgjaran yang efektif bagl peserta
didik;

melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencansen
partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

melaksanakan dan merumuskan progmm supervisi, serta
memanfeatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kineja
sekolah;

. melaksanakan penvusunan dan memutuskan tata tertib proses

belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk
meningkatitan mutu  pendidikan  berdasarkan  peratiran
perundang-undangan;

memfasilitasi penpembangan, penvebarluasan, dan pelaksanaan
visl pembelajaran yang dikemunikasikan dengan baik dan
didukung oleh komunitas sekolah;



membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah
dan program pembelijaran yang kondusil bagi proses belajor
peserta didik dan pertumbuhan profesionzl pam guru dan tenapa
kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama batk
lembaga dan profes,

melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber
dava sekolah untuk menciptakan linghkungan belajar vang amen,
sehat, efisien dan efektif;

menjalin_ kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
measyarakat, dan komire sekolahh menangpapi kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber
duya masyarakat;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tuges-tugas lain vang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Kedus
Kepala Tata Taaha

Pasal 11

Uraian Tupas Kepala Tala Usahs adalah :

menyidpkarn bahan penvusunan program  dan | kegietan
pembelajaran  Sekolah  Menengah Perfama Negerd  dengan
mempedomani  rencana  umum kota, Tencana strategis,
kurikulum, dan rencana kega Dinas untuk terlaksanarya
siMergitas perencanaan,

menyiapkan bahan lebpakan tcknis opermsional, standar
operasional  prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban ketja, evaluaai jahatan, dan standar
lainnya lingkup 3ekoiah Menengah Pertamas Negeri untuk
ditetapkan lebih  lanjut oleh Kepala Dinas  sshinpga
terselenggaranya sktivitas dan tugas secara optimal;

menbagl tuges, pembimbingan, penilaian, penghargsan, dan
pencgakan fpemrosesan  kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
prnishment] lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangks untuk
kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan
aias peraturan perundang-undangan;

melakukan pengoordmasian dan penyelizan urusan pembukuan,
verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban
anggaran Sekolah Menengah Pertama Negerd;

melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawal di
lingkungan Sekolah Menengah Pertarna Neger;

melikukan pengoordinasian dan penyveliaan urusan pembararan
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembavaran
lainnya;

melakukan pengelolasn data dan miormasi pegawai;

melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan wenags
kependidikan;

melakukan kera sama i bidang pengembanpgan  dan
pemberdayvaan pendidik dan tenaga kependidikan;

malakukan urusan penge]ntasn persuratan, perpustakaan, dan
kearsipar;
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melakukan urusan publikasi dan dokumeniasi;

melakukan penyusunan reneana  kebutuhan, pengadaan,
penerimasn. inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan
pendistribusian barang milik daerah;

_ melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan,

ketertiban, kebersthan, dan keindahan di lingkungan Sekolsh
Menengzh Pertama Negeri,

melakukan pengaturan penggunadn Sarana tan prasarana,
melaksanalkan hubungan kerja sama dengan orang tus peserta
didik dan masyarakat;

melaporkan hasil pelakssnaan ‘tugas kepada Kepala Selwlah
Menengah Pertama Negeri; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
Kepala Sekolah Menengeh Pertama Negeri,

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungstonal Guru dan fungsional lainnya

Pasal 12

Uraian Tuges Kelompok Jabatan Fungsiomal Gura Dan fungsional
lainnya adalah :

- 18

(1)

(2]

(3

melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya
sebapaimina butir-butir kegiatan yang ditentukan didalam
peraturan jabatan fungsional gury dan fungsional lainnya dan
anpka Kreditnya.

metaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Sekolah
Menengah Pertama Negeri: dan

melaksanalan tugas lain vang diberikan oleh Kepals UPT Sckolah
Menengah Pertama Negeri.

Baman Keempart
Pelaksanu

Pasal 13

Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana
berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jubatan dan analisisi
beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Jabatan pelaksann mempunyal tugas melaksanakan tugads teknis
operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnva selaku
jabatan pelaksana scsual dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerda  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan.

Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara
Lainnya yang merupakan jabatan Prelaksana berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan
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BAB IV .
TATA KERJA

Fasal 14

Dalam rangka meningkatkan kpalitas pelayanan  pendidikan
formal make Kepala Dinas mengevaluast dan/atau mensetapkan
standar pelavaran, standar operasional prosedur, kotak
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan Survel Kepuasan
Masyarakat [SKM) pada UPT berdasarkan peraluran perunduang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Sekolash Menengah
Pertama Negeri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi nntuk terselengparanya proses belajar mengajar
dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Kepala UPT Sckolah Menengah Pertama Hegen wajil mengawasi
bawahannve dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negen bertanggung jawah
memimpin dan meongoordinasikan bawahannya dan memberikan
bimbingan sertn pelunjuk bagi pelalksanaan tugas bawahannva.

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mengikut
dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung
jawsb kepada Kepala Dinas dan menyispkan laporan berkala
tepat pada waktunya.,

Setiap laporan yang diterima oleh Kepaia UFT Sekolah Menengah
Pertama Negen dari bawahannya wajib diclah dan dipergunakan
sehagai bahan untul penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan
untuk memberban petunjuk kepada bawahannya,

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negen dalam

penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan
waijib disampaikan kepada satuan organisasi lsin yang secara
fungsional mempunyai hubungan lkerja.

Calam rangka kelancaran pelaksanuan tugas Kepala UPT Sekolah
Menengah Pertama Negeri memberikan bimbingan kepada
bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.
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BAB V
EETENTUAN PENUTUP

Fasal 15
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundanghan.
Agar setap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Perafuran  Wali Kota il dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018
WAL] KOTA MEDAN,
terd
DZULMI ELDIN 5
Diundangkan di Medsn
pada tanggal 14 Februan 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ted
SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesual dengan aslinya
KEFPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

e
BAMBANG, SH
Penata Tingkat |
NIF 15626515 185011 1 001
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